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Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 63 Tahun 2021, tentang Standar
Operasional Prosedur Pengelolaan Pengaduan Pelayanan publik Melalui
Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Pada Bagian
Organisasi Dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Timor
Tengah Utara.

Website www.lapor.go.id, www.ttu.lapor.go.id, sSms ke 1708 dengan format
TIMORTENGAHUTARA (spasi) isi aduan, Twitter @lapor1708
serta aplikasi mobile (Android dan iOS).

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3
Tahun 2015.

(http://organisasi.ttukab.go.id/p-content/uploads/2019/06/ROAD-MAP-
REFORMASI-BIROKRASI-PEMERINTAH-KABUPATEN-TIMOR-
TENGAH-UTARA-2019-2023-KOMPRES.pdf.

(https://www.kumpulanpengertian.com/2019/02/pengertian-dokumen-

menurut-para-ahli.ntml?m=1
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